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NOTA KESEPAHAMAM
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSE LAMPENG
DENGAN

LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN DAMAR PROVINST LAMPUNG

NOMOR : 122/HM .02 G0/K . LAY 2027
NOMOR : 17/B/AF/DAMAR/[X2022

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIFATIF
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD,
ANGGOTA DPRD PROVINSL ANGGOTA DPRD KABIL PATENKOTA,
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, GUBERNU K DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATISERTA WALIROTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
DI PROVINSI LAMPUNG

Pada han im Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua,
bertempat di Bandar Lampung dibuat dan ditanda tangam kesepakatan bersama oleh yang
bertanda tangan dibawah im
1 Nama CFATIKHATUL KHOIRIYAH, S HL, MH
Jabatan - Ketua Badan Pengawas Permlu (Bawashu) Provins: Lampung
Dalam hal im bertindak untuk dan atas pama Bawaslu Provinsi Lampung yang
berkedudukan di Jalan Morotai No 89 Jagabaya [l Way Halm, Bandar Lampung,



i i Nama - ANA YUNITA PRATIWI, M.Pd

K _ labatan : Dkt Ehsobnif T anmtiugpn A fvnkaa Penrgpeon DAMAR Lo
:‘;.L ‘ Dalant hal i bertindak sntuk & s suuna Lembags Advokasi Ferempuin DAMAR
E\- Provens Lampung berkedudikan i Jalan M. Husai Thassin No, 14,42 Gatong Reyong,
;i ¥ Kee Tj Kamnp Pusai, Kot Bandar Lampung, Lasapme 35712, selaguinys disebut
‘ PIMAR KEDUA

i PARA PIHAK secara bersami-sama terichili dabutu menerangkan hal-igl sebagal benkut:
' |. Bahwa PIHAK PERTAMA adulah Lembaga Penyeienggasa Femilu yang  bertugas
mengawas: penyelenggarann Pemilu di scluruh wilayah Provinst Liuopung:
2. Babwa PIHAK KFDUA adalah orgmiisasi poo-pemerintdi (NGO [ cmbags Advokasi
Perempuan DAMAR Provinsi Lampurig, yang berfimpsi sebagai sarana kootdinasi,
komunikasi. advokasi dan fasilitasi dengan peugurus/anggots dan mifra jaringannya
dengan menjalin  kemitraan dengan  lembaga pemerinah  maupun  lembaga non
pemenntahan, salah atunya dalam hal penyelenggaraaan permihw/pemilihan;
3. Babwa dalam rangka peningkatan kualtas penyelenggaragn Pemilu dan Pemilihan
Serentak Tahun 2024, maka pengawas Pemilu (Bawaslu) memandang perlu melakukan
. kerjasama dengan berbagar pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan,
4 Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
|- ‘memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

) MENGINGAT
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Permlihan Umum,
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
'Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor
1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
‘Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
iaa- mg -Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 tentang Pencegahan
an dmﬁenglceta Proses Pemilihan Umum, dan




| dlsebnt schagai PARA PIHAK. sepakat 'mm :
pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemlhhm Se
dengan ketentuan sebagai berikut.

BABI
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pihak
umum. penyelenggara pemiliban umum, kepala daerah, masyarakat, or
pemangku  kepentingan lamnya untuk penyamaan persepsi serta
Pemilo/Pemiliban dan memberikan pemenuhan hak-hak dan perfindungan perempuan
kanca politik terhadap kegiatan kampanye atan kegiatan politik praktis lmnnyn,

2 Memperkuat  peran  pengawasan masyaraka! dalam Pemilu danPemﬂilmn
Anprota DPR. ,\nuqma BPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD 7 }
Preswden dan Wakil Presidens, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWalcianpan
Walikota dan Waki) Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung:

R

fabet beiparbwioes: dalam upaya  pencegahan potensi terjadinya bentuk- )
pelanggan defan Pemile dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, A ngg
43 T «'n-;_;,;_.;:t-sa DPRD Kabupaien/l(ota PresidendanWakil Pr&siden, Gi

32

2029 d; Provinst Lampung, dan

4. Memberikan  pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan pa
dalawi Permilu don Pemiliban Serentak tahun 2024 di Provinsi Lampung secmnm

BAB I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD,
Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil P
§ ,-Gubemw, BupatldanWalnl Bupau Serta Walik _




mmmAmmmowmmmm

pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR. Anggota DPD, Anggota DPRD
Provinsi, Anggota DPRD Kabupate/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
di Provinsi Lampung

2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:

a)

b)

Mendorong partisipasi akif Anggota/ Pengurus dan mitra jaringan Lembaga Advokasi
Perempuan DAMAR Provins: Lasnpung dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif
Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Auggota DPRD Provinsi,
Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dun Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sertz Walikot: a0 Wakil Walikota Tahun 2024 di
Provinsi Lampung,

Melaksanakan berbagai bentuk kegistan sosialisas pengawasan partisipatf Pemilu dan
Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anegota DPD, Anpgota DERU Provinsi, Anggota DPRD
Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakii Presides, Gnbemnr dan Wakil Gubernur, Bupari dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikoia Tahon 2024 di Provinsi Lampung.




l!!hit dugaan pelanggaraan dalam penyelenggaraan Perailu dan Pemilihan
»' Anggota DPR. Anggota DPD, Anggom DPRD Provinsi, Anggota DPRD

Walu'mupau Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi anpung
ng dilakukan oleh Pescrta Pemili/Pemilihan dan/atamy penyelenggara Pemilu;

» I.mcnn atas hasil mvestigasi yang benndikasi terjadinyz dugann pelanggaran dalam
- pﬁyelmggnmm Pemilu dan Pemilihan Serentak Angpota DER. Anggoia DPD,
; Anggota DPRD Provinsi, Anggotz DPRD Kabipaten/kots, Presiden dan Wakil
Pmﬁdm,ﬁubemm'dan Wakil Gubernar, Bapai: dan Wakil Bopati serta Walikota dan
| WIthalfkm Tahun 2024 di Provins Lampung: dai

m lannya yang berkaitan dengat husi pengawssan dalum proses
Mﬂmgm Pemilu dan Pemilihan Sorcoiad Anzeom DVR Angpota DPD.
A o, Presiden dan Wakil
: Gubu'nm-danWalal Gubarur, Hupsn dan Wakid Bupst - Serfa Walikota

4




MONH‘ORING DAN EVALUASl
Pasal 6

BAB VI
PENYELESA{AN PERSELISIHAN
Pasal 7

~ PARA PIHAK akan memalin hubospan baik sty sama laiwiya serta memilih musyawarah 3 '
‘untuk mufakat apabila dikewidian hart wriad porsclisifian ataw perbedaan pendapat dalam
melakﬂmkm Kesepakatan crsarag 1 '




4). Kesqnhtm Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya lpabila tuﬂlpat
 ketentuan peraturan  perundang-undangan alau kebijakan Pemerntah yang tidak
- memungkinnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. :

BAB IX
PENUTUP
Pasal ¢

1) Kesepakatan Bersamu ini dibuat dalam 2 /dus) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing
memegang | (sati) naskab ash yang masmyg-masing mempunyai keknatan hukum sama;

2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditancatangan oleb PARA PIHAK, dan

3) Ketentuan yang belum diatur didatum kerjs samy or akan datur, ditetapkan kemudian dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dan peqanican kerigsama ini

Handur Lampung, 19 September 2022

L EMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN |
DAMAR PROVINSI LAMPUNG

DIREKUR EKSEKUTIF,
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